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Abstrak
A. Pendahuluan 

Jaminan kesehatan adalah salah satu bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah terhadap warga Negara. Jaminan kesehatan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah[footnoteRef:1]. Bentuk penjaminan jaminan kesehatan pemerintah adalah dibentuknya BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan.	Comment by Nurlaili Rahmawati: Dicantumkan footnote [1:  ] 

BPJS Kesehatan merupakan badan usaha publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 Tentang
jaminan kesehatan menyatakan bahwa BPJS Kesehatan berwenang mengadakan perjanjian kemitraan dengan institusi kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya. Tujuan kerjasama yang akan dilaksanakan adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.  
Di sisi lain, BPJS Kesehatan mengalami defisit yang membuat faskes kesulitan membayar klaim. Menurut Dirut BPJS Kesehatan, akar masalah defisit BPJS Kesehatan adalah tingkat pembayaran kepesertaan yang tidak sesuai perhitungan aktuaria. Berdasarkan perhitungan aktuaria, besaran ideal pembayaran BPJS Kesehatan untuk peserta Kelas III adalah Rp53.000. Padahal, jumlah sumbangan negara saat itu hanya 25.500 rubel. Dengan cara ini, BPJS Kesehatan harus memiliki 27.500 rupiah. Hal yang sama juga terjadi pada Kelas I dan II. BPJS Kesehatan juga mengalami kerugian akibat tidak terbayarnya iuran dari peserta mandiri atau Bukan Penerima Upah  atau dikenal dengan PBPU. 
Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan masih rendah sehingga menimbulkan dampak deficit pemasukan pada pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan dan imbasnya, kemitraan BPJS dan Faskes Swasta terganggu karena beberapa klaim belum terbayar. Pengelolaan kemitraan yang baik (good governance in partnership) sangat penting dilakukan mengingat bahwa persoalan bidang layanan kesehatan kontemporer menjadi sangat kompleks untuk dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah.[footnoteRef:2] Beberapa pelaksanaan kemitraan (partnership) masih terdapat berbagai masalah yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan tata kelola.[footnoteRef:3]	Comment by Nurlaili Rahmawati: Menggunakan footnote	Comment by Nurlaili Rahmawati: Pakai footnote [2:  Mariateresa, Calabrò and Morner, 2015]  [3:  Noel dan Brzeski, 2004] 

Masalah yang ada di intern BPJS Kesehatan mengakibatkan dalam praktek di lapangan peserta pasien BPJS Kesehatan sering terjadi diskriminasi dibandingkan dengan peserta dari asuransi lain ataupun pasien yang membayar cash, catatan BPJS watch sepanjang tahun 2022 terdapat 109 kasus diskriminasi yang dialamu pasien BPJS terkait re-admisi, pasien yang tidak mendapatkan pelayanan yang ramah dari tenaga kesehatan, pemberian obat, dan kepesertaan yang dinonaktifkan.[footnoteRef:4] Dari uraian diatas, Penulis membahas dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “Kualitas Pelayanan Terhadap Peserta BPJS Kesehatan dan Kaitannya Dengan Good Governance”. [4:  BPJS Kesehatan: Tindakan nakes 'bedakan pasien BPJS' dikecam publik, 'sangat tidak pantas' - Pegiat: 'Itu bentuk kecurangan dan paling banyak terjadi di rumah sakit' - BBC News Indonesia diakses pada tanggal 24 Maret 2023.
] 

B.  Pembahasan
                        
· Beberapa upaya peningkatan pelayanan kualitas pelayanan peserta BPJS 
Pasien yang menggunakan jalur BPJS jelas sangat berbeda, perbedaan ini sangat terlihat dalam pelayanan terhadap pasien. Bias dapat kita lihat dari pelayanan terhadap pihak rumah sakit yang memberikan keterbelakangan kepada pasien yang menggunakan BPJS seperti contoh pasien yang menggunakan BPJS datang terlebih dahulu tetapi pihak rumah sakit lebih mengutamakan pasien yang menggunakan jalur mandiri. 
Seperti salah satu pasien yang mengeluh terhadap pelayanan saat menggunakan BPJS ujar pasien “ saya kalo kerumah sakit terus pakai BPJS lamanya minta ampun, susternya jutek tapi setelah saya ganti menjadi jalur pribadi pelayanannya menjadi ramah dan berubah drastis,” pungkasnya. Peristiwa mba Fitri di atas membuatnya tidak mau lagi menggunakan kartu BPJS. Menurutnya pelayanan yang diberikan sangat tidak wajar.[footnoteRef:5] [5:  https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2021/11/23/upaya-peningkatan-layanan-bpjs-kesehatan] 

· Beberapa upaya peningkatan pelayanan kualitas pelayanan peserta BPJS 
Warga mengurus administrasi BPJS kesehatan di kantor cabang BPJS kesehatan Jakarta selatan, Jakarta, selasa (23/11/2021) dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS), BPJS kesehatan terus mengupayakan kemudahan pelayanan, dengan pemanfaatan layanan digital. 

1. Ruang Lingkup BPJS Kesehatan
Ruang lingkup pelayanan (Perpres 12 Tahun 2013, Peraturan Bpjs Kesehatan No. 1 Tahun 2014)
1) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 
Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: 
a. Administrasi pelayanan; 
b. Pelayanan promotif dan preventif; 
c. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 
d. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; 
e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 
f. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 
g. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan 
h. Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis.
2) Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap, yang mencakup: 
a. Administrasi pelayanan; 
b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis; 
c. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis; 
d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 
e. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
f. Rehabilitasi medis; 
g. Pelayanan darah; 
h. Pelayanan kedokteran forensik klinik; 
i. Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal setelah dirawat inap di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan bpjs kesehatan, berupa pemulasaran jenazah tidak termasuk peti mati dan mobil jenazah; 
j. Perawatan inap non intensif; dan 
k. Perawatan inap di ruang intensif.
3) Persalinan 
Persalinan yang ditanggung BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Tingkat Lanjutan adalah persalinan sampai dengan anak ketiga tanpa melihat anak hidup/ meninggal
4) Ambulan 
Ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan satu ke fasilitas kesehatan lainnya, dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien

2. Kesenjangan Pelayanan pasien BPJS dan non BPJS
Setiap prosedur di rumah sakit maupun instansi lainnya memang selalu memiliki perbedaan bagi masyarakat yang mandiri dengan masyarakat yang mendapatkan bantuan atau jalur pelayanan lain. Seperti halnya penggunaan jaminan kesehatan yang tentu saja tidak semudah pembiayaan sendiri. Akan tetapi, hal tersebut seharusnya hanya berlaku dalam  hal administrasi dan tidak pada pelayanan kesehatan. Namun pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat perbedaan pelayanan dari masyarakat pengguna BPJS dengan masyarakat yang membiayai dengan dana sendiri secara langsung. Hal ini terjadi karena dalam pelayanan pihak rumah sakit tidak memenuhi standar fungsional mereka yang sering disebut dengan disfungsi.
Disfungsi dalam pelayanan yang terjadi seperti perawat atau dokter tidak melayani dengan memandang nilai etika dan estetika pelayanan, tetapi melihat dari status sosial dan cara pembiayaan dari pasien tersebut. Hal ini merupakan kesenjangan sosial yang terjadi di rumah sakit didasarkan pada cara pembiayaan. Disisi lain peneliti menemukan salah satu penyebab pihak rumah sakit tidak melayani pasien pengguna BPJS dengan maksimal sehinggal terjadi disfungsi pelayanan yang menyebabkan munculnya kesenjangan sosial dimata masyarakat. Adapun kesulitan akses yang jelas terlihat yaitu akses pelayanan administrasi pendaftaran dan akses pelayanan dokter. 
Animo masyarakat untuk menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan memang cukup besar. Sejak beroperasi tahun 2014, jumlah peserta ataupun jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terus meningkat. Per 10 Juni 2016, jumlah peserta mencapai 166,9 juta orang. Sayangnya, peserta BPJS tak bisa bebas memilih fasilitas kesehatan (faskes) karena program JKN menggunakan pola rujukan berjenjang. Pasien diharapkan berobat terlebih dahulu ke faskes tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik, ataupun dokter keluarga. Jika membutuhkan layanan lebih lanjut dari dokter spesialis, pasien akan dirujuk ke faskes yang tingkat layanannya lebih tinggi. Masalah lain, masih sedikit faskes yang bekerja sama dengan BPJS. Hal ini kerap mengakibatkan antrean panjang pasien untuk mendapat pelayanan kesehatan. Selain itu, kualitas pelayanan dokter juga masih banyak dikeluhkan oleh pasien BPJS. Mereka merasa bahwa dokter yang menangani pasien BPJS dinilai kurang tanggap dan cenderung lebih lambat terutama pada kasus gawat darurat. Secara khusus berdasarkan pembiayaan atau kekayaan masyarakat hasil temuan yang mencolok dalam penelitian dimana terjadinya kesenjangan (ketidaksamaan akses) bagi pasien pengguna BPJS dengan pasien umum yaitu dikarenakan pihak BPJS memiliki banyak tunggakan pembayaran kepada rumah sakit. Sehingga terjadi perbedaan prioritas pelayanan bagi pasien umum dan pasien pengguna BPJS. Melihat realitas tersebut, tanggung jawab sosial yang menjadi roh utama penyedia jaminan kesehatan ini harus bisa mendorong BPJS Kesehatan untuk terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan mengurangi diskriminasi yang ada.

3. Upaya Peningkatan Kualitas pelayanan peserta BPJS
Mobile JKN adalah salah satu inovasi pelayanan publik dalam pemerintahan berbasis e-governance yang saat ini sepenuhnya memanfaatkan tekonologi digital. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan memberi kemudahan dengan membuat aplikasi Mobile JKN. Aplikasi tersebut bisa diunduh di platform Android dan iOS telah rilis pada 15 November 2017. 
Secara kualitas Mobile JKN telah memiliki kualitas yang Bagus sehingga dari aplikasi Mobile JKN dapat dilihat dari tolak ukur sebuah kualitas seperti:[footnoteRef:6] [6:  Reviana Br Sagala dan Vellayati Hajad, Inovasi Pelayanan Kesehatan Mobile JKN Di Kantor BPJS Kota Subulussalam. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 4(1). 2022, hlm 21-22.] 

1) Kinerja  (Performances)  yang  dimana  hal  ini  menunjukkan  fungsi  utama  atau karakteristik suatu produk;
2) Fitur (Features) yang dimana fitur dalam sebuah produk harus  memiliki  karakteristik  produk  yang  dirancang  sehingga  dapat  meneyempurnakan fungsi produk serta menambah ketertarikan terhadap produk yang dihasilkan;
3) Keterandalan  (Reliability)  merupakan  kepercayaan  bahwa  produk  dapat  bekerja  denganbaik  sehingga  memuaskan;
4) Daya  Tahan  (Durability)  merupakan  kemampuan  produkbertahan  dalam  jangka  panjang  dan;
5) Estetika  (aesthetics)  berhubungan  dengan  suatu desain  dari  sebuah  produk  yang  dihasilkan.  Tingkat  kualitas  yang  dimiliki  aplikasi  MobileJKN  sudah  memenuhi  tolak  ukur  pada  kualitas  tersebut  yang  dimana  aplikasi  Mobile  JKN dapat memberikan kemudahan bagi peserta untuk mengakses informasi dalam bidang pelayanan  BPJS  Kesehatan.
Terdapat 14 fitur kemudahan pada aplikasi Mobile JKN, yaitu:[footnoteRef:7] [7:  Wike Krisdayanti, Pemanfaatan Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Medan (Doctoral dissertation), 2021, Hal 14-15.
] 

1) Menampilkan informasi kepesertaan peserta dan anggota keluarganya
2) Menu ubah data peserta yang dapat mempermudah pengguna melakukan
aktivitas termasuk mengubah nomor handphone, alamat email, surat, pindah
faskes dan pindah kelas.
3) Menampilkan Kartu JKN-KIS dalam bentuk digital Pengguna juga dapat mengirim kan kartu tersebut ke alamat email yang terdaftar
4) Calon peserta dapat melakukan pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan memasukkan nomor KTP selanjutnya peserta akan mendapatkan email dan SMS berisi nomor Virtual Account.
5) Menampilkan tagihan iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)
6) Menampilkan panduan pembayaran sesuai channel pembayaran yang dipilih
7) Menampilkan Riwayat pembayaran premi dan denda pesertase lama tiga bulan
8) Menampilkan nomor VirtualAccount peserta.
9) Menampilkan histori pelayanan peserta lengkap dengan diagnosanya.
10) Pengguna dapat memberikan rating dan komentar terhadap catatan pelayanan yang pernah diterima
11) Pendaftaran pelayanan kesehatan di faskes tingkat pertamanya sudah menggunakan antrian JKN.
12) Menampilkan pertanyaan-pertanyaan skrining dan hasil jawabannya dapat dilihat langsung. Skrining hanya dapat dilakukan satu tahun sekali.
13) Berisi informasi seputar program JKN KIS terkait persyaratan pendaftaran peserta, hak dan kewajiban peserta, sanksi-sanksi yang diberlakukan dan manfaat program JKN-KIS.
14) Mendeteksi posisi pengguna dan menampilkan informasi Kantor BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), serta Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
15) Menyampaikan pengaduan keluhan tertulis atau dengan menghubungi Care Center BPJS Kesehatan di nomor 150040
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